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ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menggambarkan krisis pengungsi global secara umum dan
kebijakan luar negeri Jepang terhadap krisis pengungsian global pada khususnya. Jepang
sebagai negara pemukiman kembali harus menerima pencari suaka. Tetapi Jepang memiliki
kebijakan di mana pencari suaka tidak hanya melamar suaka tetapi juga sebagai pekerja
imigran. Namun, Jepang hanya menerima sangat sedikit pencari suaka sebagai pekerja
imigran setiap tahun. Di satu sisi, Jepang sedang mengalami krisis kekurangan domestik
pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik.
Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dari data sekunder dari buku, internet, jurnal,
artikel, laporan tertulis, majalah, dan dokumen lainnya dianalisis secara kualitatif.
Kata kunci: Krisis Pengungsi Global, Pencari Suaka, Pekerja Imigran, Jepang, Imigrasi

ABSTRACT

This research try to describes the global refugee crisis in general and Japan's foreign policy
towards the global refugee crisis in particular. Japan as a resettlement country should accept
asylum seekers. But Japan has a policy whereby asylum seekers not only apply for asylum but
also as immigrant workers. However, Japan only receives very few asylum seekers as
immigrant workers each year. On one hand, Japan is experiencing a crisis of shortages of
domestic workers. The method used in this research is descriptive analytic method. Data
collection techniques gathered from secondary data from books, the internet, journals,
articles, written reports, magazines, and other documents were analyzed qualitatively
Keywords: The Global Refugee Crisis, Asylum Seeker, Immigrant Worker, Japan,
Immigration



I. PENDAHULUAN

Krisis pengungsi global dimulai
pada saat Perang Dunia Il Kketika
banyaknya pengungsi yang merupakan
korban Nazi Jerman yaitu kelompok
Yahudi yang di persekusi dan dianiaya
pada tahun 1930-an (Martin, 2016). Krisis
pengungsi global ini terdiri dari migran,
pengungsi, stateless person, Internal
Displace Persons dan pencari suaka (Nasr
& Fisk, 2018).

Krisis pengungsi global berlanjut
selama rentang tahun 1980an sampai
1990an dan juga pada awal tahun 2011,
dikarenakan adanya peperangan,
diskriminasi etnis dan agama, pergolakan
politik seperti yang terjadi pada fenomena
Arab Spring tahun 2011, dan berbagai
pelanggaran atas hak asasi manusia
lainnya (Betts, Loescher, & Milner, 2012).
Dunia terus menghadapi krisis pengungsi
global setiap harinya. Laporan UNHCR
menyatakan bahwa pada tahun 2016
terdapat 22,5 juta jiwa pengungsi dan yang
lebih mengkhawatirkan adalah lebih dari
setengah angka tersebut tergolong berusia
di bawah 18 tahun. Ada sekitar 24
pengungsi setiap menitnya, UNHCR harus
memindahkan sekitar 34.000 pengungsi
setiap hari (Nasr & Fisk, 2018).

Jepang merupakan salah satu
negara yang telah meratifikasi Konvensi
Mengenai Status Pengungsi 1951 dan
Protokol tentang Kedudukan Pengungsi
1967 (1951 Convention Regarding the
Status of Refugees and protocol 1967
Protocol Relating To the Status Of
Refugee) sejak tahun 1981 (Shahrullah
& Aburto, 2012). Akan tetapi selama 37
tahun setelah meratifikasi, Jepang hanya
menerima kurang dari 100 orang pencari
suaka setiap tahunnya (Takizawa, 2019).
Kebijakan Imigrasi Jepang
mengharuskan para pencari suaka yang
tiba di Jepang tidak hanya sebagai
pengungsi tetapi juga pekerja imigran.
Jepang juga menjadi Resettlement
Country (negara tujuan) pengungsi
global bersama dengan negara yang

tergabung dalam G8 plus seperti
Amerika Serikat, Prancis, Kanada,
Jerman Italia, Rusia, United Kingdom,
serta plus Australia dan Korea Selatan
(Burgees, 2007).

Jepang merupakan negara G8 plus
yang menerima pencari suaka paling
sedikit. Angka penerimaan suaka asing
di Jepang masing terbilang rendah yakni
hanya 2% dari seluruh penduduknya jika
dibandingkan dengan Korea Selatan
yang mencapai 4%, kemudian Prancis
dengan 16% (Obe M. , 2018) dan
Jerman yang menyetujui  256.000
pemohon suaka pada tahun 2016
(Wilson, 2017). Seringkali mendapat
gelar negara yang memusuhi imigran,
sebagai negara demokrasi industri maju,
Jepang memang telah  menutup
perbatasan untuk buruh imigran tidak
terampil sejak akhir Perang Dunia II.
Meski demikian, jumlah warga negara
asing memang tumbuh dengan angka
mencapai 2,6 juta jiwa pada tahun 2017
atau kurang dari 2% dari total populasi
penduduk Jepang pada tahun tesebut
(Tian & Chung, 2018).

Sebelumnya, Jepang  menjadi
negara tujuan pengungsi negara tetangga
seperti Cina dan Korea Utara. Jejak
imigrasi telah tercatat sejak akhir tahun
1800an ketika berlangsungnya Restorasi
Meiji. Jejak imigrasi pertama tercatat pada
kota-kota dengan pelabuhan utama.
Kemudian ekspansi yang dilakukan
kekaisaran Jepang selama era kolonial
(1905-1945) memicu masuknya imigran
asal Cina, Taiwan dan Korea sebagai
mayoritas yang mewakilin  penduduk
kolonial di tanah Jepang. Para imigran
tersebut dahulunya tidak di anggap
imigran karena mereka datang dari
wilayah yang telah diekspansi oleh Jepang.
Pasca Perang Dunia IlI, para imigran
tersebut  kehilangan  kewarganegaraan
Jepang sehingga mereka yang masih
tinggal dan anak-anak yang lahir di Jepang
dianggap sebagai warga asing. Sampai saat
ini mereka dikenal dengan sebutan
Zainichi (Green, 2017).



Di satu sisi, pada bulan Mei tahun
2018, Jepang tengah mencapai titik
tertinggi ketersediaan lapangan pekerjaan
selama 44 tahun terakhir dengan rasio
perbandingan 160:100 di setiap Prefektur.
Jepang membutuhkan sekitar 60% pekerja
asing dari total seluruh pekerja di Jepang
saat ini. Hal tersebut dikarenakan
meningkatnya industri manufaktur dan
inovasi teknologi Jepang (Lufkin, 2018).
Menurut laporan Kyodo News tahun 2018,
jumlah pekerja asing yang menetap di
Jepang sebanyak 1,3 juta jiwa (Reynolds,
2018). Tenaga Kerja memiliki pengertian
yang lebih universal dari pekerja pada
bagian tertentu. Tenaga kerja sering kali
dikaitkan dengan buruh yang hanya
mengandalkan tenaga saja. Tenaga Kerja
ialah setiap orang yang melakukan jenis
pekerjaan dengan melibatkan tidak hanya
tenaga tetapi pemikiran, tujuan, sasaran,
respon kebutuhan serta kepuasan yang
tidak dapat diukur dengan skala apapun
(Cochrane, 1947). Tenaga kerja memiliki
peranan yang cukup penting. Tidak dapat
dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi
suatu negara didukung oleh tenaga kerja
dan modal. Paska perang dunia ke II,
Jepang bangkit dari kekalahan perang dan
mulai membangun ekonomi atas dukungan
kualitas tenaga kerja dalam negeri yang
cukup tinggi (Watanabe, 1972). Jepang
memiliki pengalaman kekurangan tenaga
kerja dimulai dari tahun 1967 hingga 1974
disaat dunia sedang mengalami Krisis
minyak dan resesi sehingga permintaan
akan tenaga kerja berkurang (Bartram,
2000). Adapun sektor yang paling banyak
membutuhkan blue-collar (tenaga Kkerja
fisik) yakni di bagian pertanian, sektor
industri, gelanggang kapal, hospitality,
hotel, dan usaha ritel. 30% dari jumlah
tenaga kerja di Jepang saat ini sebagian
besar berasal dari China, Vietnam, Filipina
dan Brazil (Lufkin, 2018).

Adanya kebijakan Jepang yang
membatasi jumlah Penerima suaka untuk
pengungsi dan pekerja asing menyebabkan
Badan  Pengungsi PBB (UNHCR)
mendesak Jepang agar menerima lebih

banyak pencari suaka. Komisioner Tinggi
PBB  untuk  pengungsi, UNHCR
menyatakan bahwa jumlah tersebut tentu
sangat kecil jika dibandingkan dengan
jumlah para pencari suaka dan yang
mengajukan  permohonan ke Jepang
(Hutapea, 2017).  Selain  menjadi
Resettlement Country, Jepang juga telah
menandatangai Konvensi dan Protokol
mengenai  status  pengungsi (1951
Convention Regarding the Status of
Refugees and 1967 Protocol Relating to
the Status of Refugee).

Jepang merupakan salah satu
negara yang paling tidak ramah terhadap
pengungsi di dunia serta menerapkan
kebijakan yang sangat ketat. Sebelum
mendatangi Jepang, para pengungsi sudah
harus memiliki visa jika tidak ingin
ditahan atau tidak diizinkan mencari status
pengungsi. Bagi imigran yang melarikan
diri dari negara konflik, mendapatkan visa
tentu merupakan hal yang sangat sulit
mengingat  pembuatan  visa  tentu
memerlukan waktu dan dokumen identitas
(Chan, 2018). Pada tahun 2010 Jepang
mengadopsi sistem pemberian izin kerja
bagi para pencari suaka  Yyang
permohonannya telah diterima. Pencari
suaka diberikan izin kerja 6 bulan setelah
mereka mengajukan status  pengugsi
sebagai bentuk keringanan dan akomodasi
finansial bagi para pencari suaka selama
proses mendapatkan status pengungsi.
Jepang kemudian membatasi  sistem
tersebut pada tahun 2018 seiring dengan
kenaikan  jumlah  pemohon  suaka.
Pembatasan ini diyakini adanya
kesalahpahaman dan penyalahgunaan yang
dilakukan oleh para pencari suaka. Mekera
memanfaatkan momentum penerimaan
suaka untuk mencari pekerjaan (The
Guardian, 2017).

Namun melihat kembali
pengalaman  Jepang terhadap  krisis
kekurangan tenaga kerja yang
menimbulkan pertanyaan mengapa Jepang
terus menolak dan membatasi arus
imigrasi yang masuk ke Jepang disaat
Jepang dapat memanfaatkan para pencari



suaka sebagai tenaga kerja. Adalah hal
yang menarik untuk meneliti mengapa
Jepang membatasi penerimaan pencari
suaka disaat Jepang telah menandatangani
Konvensi dan Protokol Mengenai Status
Pengungsi dan disatu sisi Jepang dapat
memanfaatkan pencari suaka tersebut
sebagai pekerja imigran untuk
mengimbangi  ketersediaan  lapangan
pekerjaan dalam mengatasi krisis tenaga
kerja dalam negeri.

. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Perspektif Kebijakan Immigrasi
Max Weber
Max Weber mengkategorisasikan
kebijakan immigrasi ke dalam tiga
perspekftif utama yaitu (1). Perspektif
Utilitarian Ekonomi, (2). Perspektif Hak
Liberalisme dan (3). Perspektif Komunitas
Tradisional (Skrentny, 2013).
A. Perspektif Utilitarian Ekonomi

Perspektif ini menekankan bahwa
kesejahteraan ekonomi di dasarkan pada
sistem etika yang disebut dengan
Utilitarianisme (Morey, 2018). Ekonomi
Utilitarianisme menegaskan bahwa suatu
kebijakan harus  diarahkan  pada
pertumbuhan ekonomi agar memberikan
kesejahteraan bagi semua orang. Perspektif
ini muncul dalam dua mode yaitu : (1)
Orientasi  pemaksimalan  keuntungan
dimana tenaga Kkerja asing terampil
didatangkan lebih banyak dan fleksibel
serta perbatasan semakin terbuka. Mode
ini biasanya banyak ditemukan pada
kebijakan imigrasi di Barat (Eropa dan
Amerika Serikat). (2) Orientasi pada
potensi biaya imigrasi dan menekankan
kebijakan pengakuan hanya pada pekerja
yang dibutuhkan pengusaha. Negara
kemudian akan mengeluarkan kebijakan
meminimalisir pengeluaran untuk pekerja
yang menganggur dan tanggungan untuk
pengangguran. Mode ke dua ini sering
diamati di Asia Timur. Kedua mode ini

memiliki tujuan yang sama yaitu: imigrasi
sebagai cara memenuhi  kebutuhan
ekonomi (khususnya kebutuhan
pengusaha) (Skrentny, 2013).
B. Perspektif Liberalisme Hak

Perspektif ini menekankan bahwa
migran dan warga negara merupakan
individu yang memiliki hak (pentingnya
individu). Perspektif ini mendorong agar
perbatasan lebih terbuka tanpa terlalu
memfokuskan pada manfaat ekonomi.
Sama halnya dengan perspektif Utilitarian
Ekonomi, Liberalisme Hak terdiri dari dua
mode vaitu: (1) Fokus pada imigran
dimana hak-hak yang lebih ditekankan
adalah Hak Asasi Manusia atau hak yang
telah tercantum dalam kontitusi tentang
pentingnya martabat dan kesejahteraan
kehidupan. Mode ini lebih umum
ditemukan di Barat (Eropa). (2) Fokus
pada hak-hak warga negara tuan rumah.
Mode pada kebijakan ini
mempertimbangkan ~ ekonomi  warga
negara dan memastikan bahwa pendapatan
semua warga negaranya tidak dipengaruhi
oleh arus imigran (Skrentny, 2013).

C. Perspektif Komunitas Tradisional

Perspektif ini menekankan pada
kepentingan kolektif yang termasuk di
dalamnya adalah melindungi budaya,
tatanan sosial, hubungan sosial dan
supremasi hukum dari perubahan yang
terjadi oleh akibat adanya aktivitas
imigrasi. Perspektif ini juga menekankan
kebijakan ke arah pembatasan dan
pengecualian aktivitas imigrasi serta
mendorong asimilasi budaya imigran.
Kebijakan yang di hasilkan dari persepktif
ini kadang dinilai rasis (Skrentny, 2013).

Jepang membatasi  penerimaan
suaka sebagai pekerja asing dikarenakan
Jepang mempertimbangkan biaya imigrasi
seperti akomodasi pekerja asing (The
Guardian, 2018). Kemudian Perspektif
Liberalisme Hak mode kedua untuk
menjelaskan mengapa Jepang membatasi
penerimaan suaka asing. Shinzo Abe
sebagai pemerintah tertinggi Jepang
menegaskan bahwa ia harus



menanggulangi masalah domestik seperti
krisis angka kelahiran dan meningkatkan
pertisipasi perempuan di pasar tenaga kerja
Jepang sebelum Jepang dapat menerima
pencari suaka (Sari, 2015). Artinya Jepang
harus mendahulukan warga negaranya
sebelum para imigran. Serta yang terakhir
adalah Perspektif Komunitas Tradisional
dimana Jepang membatasi penerima suaka
karena warga jepang yang homogen.
Masyarakat Jepang yang homogen berarti
mereka tidak memiliki motivasi untuk
menerima  perubahan (Chan, 2018).
Apabila Jepang menerima para pemohon
suaka  tentu akan memengaruhi
homogenitas masyarakat Jepang.

2. Rational Choice Theory

Kebijakan luar negeri merupakan
suatu  kebijakan yang tentu tidak
sembarang dibuat oleh para pengambil
kebijakan di dalam suatu negara karena
kebijakan luar negeri akan sangat
berpengaruh terhadap masa depan suatu
negara. Suatu kebijakan luar negeri akan
dibuat melalui proses kalkulasi
perhitungan untung rugi yang sangat
panjang dan proses analisis yang dalam
dengan melibatkan data dan fakta yang ada
serta posisi negara tersebut di mata
internasional saat ini. Kepetingan nasional
menjadi satu-satunya tujuan utama negara
dalam mengeluarkan sebuah kebijakan
luar  negeri. Suatu negara akan
mempertimbangkan apa yang akan didapat
atau feedback bila kebijakan luar negeri
tersebut dibuat (Kesuma, 2018).

Sejauh ini, ilmuan politik belum
menemukan definisi konsensus tentang
kebijakan luar negeri dikarenakan setiap
definisi yang telah dipaparkan sebelumnya
oleh para ahli tergantung pada konteks dan
pada situasi apa sebuah kebijakan itu
dilaksanakan. Bisa saja apa yang dianggap
sebagai kebijakan luar negeri hari ini
belum tentu menjadi kebijakan luar negeri
di kemudian hari meski kasusnya sama.
Namun, terdapat definisi luas mengenai
kebijakan luar negeri yaitu seperangkat
aturan atau tindakan yang mengatur

perilaku dan tindakan otoritas politik
independen (entitas yang berdaulat) yang
digunakan di dunia internasional (Morin &
Paquin, 2018). Jack C. Plano dan Roy
Olton dalam buku The International
Relation Dictionary mengatakan bahwa
politik luar negeri atau kebijakan luar
negeri merupakan sebuah strategi ataupun
tindakan terencana, strategis, dinamis dan
sistematis yang dikembangkan oleh para
pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan
spesifik yaitu berkaitan dengan
kepentingan nasional. Kebijakan luar
negeri bisa berupa inisitaif dari para
pembuat kebijakan dalam suatu negara
maupun sebagai reaksi terhadap kebijakan
luar negeri negara lainnya (Plano & Olton,
1988).

Shinzo Abe sebagai pemerintah
sekaligus aktor utama dalam pengambilan
keputusan harus bertindak sebagai aktor
rasional dimana seorang aktor rasional
dalam proses pembuatan kebijakan akan
dihadapkan dengan pilihan kebijakan-
kebijakan  alternatif. ~ Setiap  pilihan
alternatif selalu diikuti dengan
konsekuensi dan aktor rasional akan
memilih  kebijakan dengan hasil atau
keuntungan tertinggi untuk kepentingan
nasional negaranya (Allison G. T., 1971).

IV. PEMBAHASAN

Alasan pemerintah Jepnag
membatasi jumlah penerimaan pencari
suaka sebagai pekerja imigran meski
Jepang tengah dilanda krisis kerkurangan
tenaga kerja domestik dapat ditinjau dan
dianalisis dari berbagai alasan yaitu
ekonomi, sosial budaya dan keamanan
nasional.

A. Pertimbangan Ekonomi

Menurut  perspektif utilitarianisme
ekonomi kebijakan imigrasi Max Webber,
kebijakan imigrasi harus diarahkan pada
pertumbuhan ekonomi. Utilitarian berasal
dari bahasa latin Utilis, yang memiliki arti
bermanfaat, berguna, mengutungkan, dan



berfaedah. Utilitaran berarti orang-orang
yang menganut paham Utilitarianisme.
Utilitarianisme sendiri merupakan ideologi
yang secara etika normatif merupakan
suatu tindakan yang memaksimalkan
penggunaan (utility) (Mangunhardjana,
1997). Dalam ilmu  ekonomi,
Utilitarianisme ditegaskan kebijakan yang
mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi
agar memberikan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat. Salah satu mode
Ekonomi Utilitarianisme yang diterapkan
oleh Jepang dalam kebijakan imigrasi baik
pengungsi dan pencari suaka adalah
orientasi pada potensi biaya imigrasi
(Skrentny, 2013).

Kegiatan imigrasi memang berpotensi
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit
terlebih lagi bagi negara tujuan para
imigran atau resettlement country seperti
Jepang. Beberapa imigran, Kkhususnya
imigran yang berasal dari daerah konflik
bahkan tidak hanya datang dengan
keluarga inti saja melainkan membawa
seluruh  anggota  keluarga.  Negara
penerima seperti Jepang juga berkewajiban
dalam mengakomodasi para pengungsi
seperti menyediakan tempa tinggal yang
layak, menyediakan konsumsi, dan biaya
lainnya. Itulah mengapa  Jepang
sebelumnya pada tahun 2010-2018
memiliki kebijakan memberikan izin kerja
bagi para pencari  suaka  yang
permohonannya telah diterima sebelum
mereka mendapat status pengungsi. Sistem
pemberian izin kerja selama 6 bulan
setelah pengajuan status pengungsi bagi
pencari suaka tersebut dimaksudkan untuk
memberikan keringanan bagi pengungsi
untuk memenuhi kebutuhan hidup selama
status pengungsinya belum dikabulkan
(The Guardian, 2017).

Saat ini kebijakan imigrasi Jepang
mengharuskan pengungsi memiliki
Undang-Undang yang mengharuskan para
pengungsi datang dengan membawa visa
kemudian para pengungsi harus menunggu
beberapa saat sebelum diberikan status
pengungsi (Chan, 2018). Pada masa
tersebut banyak pencari suaka yang tiba di

Jepang dalam keadaan menganggur,
kelaparan dan tanpa bekal terlebih lagi
bagi pencari suaka yang datang dari negara
konflik. Sistem pemberian izin kerja yang
sudah tidak diberlakukan menyebabkan
Jepang terpaksa harus mengeluarkan biaya
imigrasi jika tidak membatasi jumlah
penerimaan pencari suaka. Biaya imigrasi
tentu tidak sedikit mengingat pertahunnya
Jepang didatangi oleh puluhan ribu pencari
suaka dari berbagai negara yang tentunya
tidak semua memiliki keterampilan.
Sehingga apabila Jepang menerima
pencari suaka dalam jumlah yang banyak,
Jepang harus menyediakan lapangan
pekerjaan setelah 6 bulan mereka
mengajukan status pengungsi baik bagi
pencari suaka termapil maupun tidak
terampil. Tentu hal ini akan merugikan
Jepang dimana Jepang dalam segi biaya
karena harus menyediakan akomodasi bagi
para pencari suaka (The Guardian, 2017).
Jepang akan meminimalisir
pengeluaran untuk pencari suaka yang
menganggur dan tanggungan bagi pencari
suaka yang masih menganggur (Skrentny,
2013). Terlebih lagi apabila para pencari
suaka tersebut terdiri dari satu keluarga.
Itulah sebabnya mengapa kebijakan revisi
terbaru Jepang mengenai kontrol imigrasi
tidak memberikan izin bagi para pekerja
imigran yang tidak terampil membawa
serta keluarga mereka menetap di Jepang
(Obe M. , 2019). Mengingat biaya hidup di
Jepang yang cukup tinggi serta beberapa
biaya sosial yang harus dipenuhi oleh para
imigran.  Pertumbuhan pesat ekonomi
Jepang memang menghasilkan permintaan
tenaga kerja. Permintaan melampaui
kemampuan tenaga kerja  dalam
memproduksi barang dan jasa. Kondisi ini
memang menghasilkan upah yang lebih
tinggi dan  membatu  menyamakan
distribusi pendapatan. Akan tetapi tidak
dapat dipungkiri bahwa negara dengan
pertumbuhan ekonomi pesat cenderung
memiliki standar hidup dan biaya hidup
yang tinggi (Morley, 1998). Begitu juga
yang terjadi di Jepang saat ini. Standar
hidup rata-rata di Jepang termasuk



tertinggi di dunia (Meadway, 2010). Biaya
hidup yang tinggi membuat masyarakat
Jepang cenderung gila bekerja.

Selain itu, Jepang juga melindungi
ekonomi warga negaranya sendiri dimana
Jepang harus mengutamakan kepentingan
dan hak  masyarakat Jepang terlebih
dahulu. Pada dasarnya baik warga negara
tuan rumah maupun para imigran
merupakan individu yang memiliki hak.
Perspektif ini dapat dijelaskan pada
perspektif Liberalisme Hak (hak individu)
dalam perspektif kebijakan imigrasi Max
Weber. Untuk kasus pembatasan
penerimaan pencari suaka sebagi pekerja
imigran yang saat ini terjadi di Jepang,
perspketif hak individu lebih di tekankan
pada mode hak-hak warga negara tuan
rumah dimana ekonomi, pendapatan dan
kesejahteraan ~ warga  negara  tidak
dipengaruhi oleh orang asing, bukan Hak
Asasi Manusia secara universal (Skrentny,
2013). Jepang memang menyatakan diri
sebagai negara yang membutuhkan pekerja
asing sebagai upaya dalam mengatasi
fenomena kekurangan tenaga kerja akibat
Aging Society. Namun, seperti negara-
negaar lain, Jepang harus mengutamakan
warga negaranya. ltulah  sebabnya
mengapa meski kekurangan tenaga kerja,
Jepang terus mengupayakan bahwa
seluruh  warga negaranya memiliki
pekerjaan. Termasuk ibu rumah tangga
dan para manula yang telah pensiun di
dorong untuk bekerja meski hanya
pekerjaan paruh waktu (Mainichi Japan,
2017).

Jika  melihat kembali  kondisi
demografis Jepang yang semakin menua
jelas menjadikan Jepang mengalami
kerugian  ekonomi karena  harus
mengeluarkan tunjangan sosial yang
sangat besar bagi populasi lanjut usia. Jika
Jepang mampu merancang kebijakan
imigrasi yang memadai justru dapat
menghasilkan ~ peningkatan ~ ekonomi
melalui peningkatan tenaga kerja imigran
yang dapat mengisi beberapa sektor
ekonomi yang saat ini  banyak
membutuhkan tenaga kerja. Akan tetapi

setiap solusi revolusioner yang ditawarkan
terhadap Jepang tampaknya membutuhkan
waktu yang panjang untuk
menginplementasikannya. Pasalnya
pemerintah Jepang tetap mengklaim
bahwa penerimaan pencari suaka sebagai
pekerja  imigran  setiap  tahunnya
menyesuaikan dnegan kebutuhan negara
(Glowgoski, 2018). Padahal perusahaan di
Jepang menurut survey Bank of Japan
mengaku kekurangan tenaga kerja dan
membutuhkan tenaga kerja asing untuk
menunjak aktifitas dan produktifitas
perusahaan mereka (Japan Broadcasting
Corporation, 2017).

Jumlah aktifitas imigasi yang cukup
tinggi dengan sendirinya dapat
menyebabkan beberapa kerugian seperti
terdapatnya tekanan pada kondisi jumlah
transportasi dan jumlah perumahaan.
Keduanya dapat mengurangi kapasitas rute
transportasi  dan  menjadikan  laju
transportasi menjadi lebih tidak efisien
karena permintaan akan transportasi lebih
besar. Selain itu, jumlah pendatang asing
yang cukup tinggi akan berpengaruh
terhadap meningkatnya biaya sewa dan
penjalan serta keterbatasan lahan hunian.
Meski demikian, manfaat ekonomi yang
didapatkan oleh Jepang dengan adanya
arus imigrasi yang masuk ke Jepang
sebenarnya akan jauh lebih
menguntungkan dibandingkan ketakutan
dan kekhawatiran Jepang saat ini. Arus
imigrasi dapat merangsang pertumbuhan
ekonomi. Orang asing yang berada di
Jepang dapat meningkatkan produksi
sekaligus sebagai pangsa pasar artinya
untuk tujuan jangka pendek, Jepang dapat
meningkatkan Produk Domestik Bruto
sambil meningkatkan inflasi. Sedangkan
untuk tujuan langsung ialah Jepang dapat
meningkatkan permintaan barang Yyang
dikontribusikan ~ oleh  orang  asing.
(Glowgoski, 2018).

B. Pertimbangan Sosial Budaya
Terlepas dari kesejahteraan ekonomi,
kesejahteraan  sosial ~ juga  menjadi



pertimbangan. Jepang terkenal dengan
perilaku  sosial masyarakat  serta
budayanya yang khas. Alasan Jepang
membatasi penerimaan pencari suaka
dapat dijelaskan  dengan  perspektif
Komunitas Tradisional Max Webber.
Dijelaskan bahwa alasan pemerintah
Jepang dalam membatasi penerimaan
pencari suaka karena menekankan pada
kepentingan masyarakat secara kolektif
termasuk didalamnya melindungi budaya,
tatanan sosial, hubungan sosial dan
supremasi hukum yang suatu saat dapat
berubah akibat adanya aktivitas imigrasi
(Skrentny, 2013). Jawaban dari kebijakan
selektif Jepang dalam menerima orang
asing baik sebagai pengungsi maupun
sebagai pekerja imigran terletak pada ciri
khas konteks kehidupan masyarakat dan
karakteristik Jepang. Masyarakat Jepang
merupakan masyarakat homogen yang
mempertahankan persepsi kuat tentang
homogenitas etnis dan budaya (Green,
2017).Homogenitas merupakan mitos khas
yang telah dibudidayakan pada Nikkeijin
(etnis Jepang) sejak zaman kuno hingga
sekarang. Homogenitas jugalah yang
berkontribusi pada isolasionisme yang
telah dilakukan Jepang selama beratus
tahun lamanya. Nasionalisme budaya dan
identitas yang didasarkan “satu bahasa,
satu ras” telah tumbuh sangat kuat. Meski
kini Jepang terlibat dalam arus globalisasi
dan sudah tidak terisolasi, namun identitas
tersebut tidak mengalami  perubahan
(Brody, 2002).

Identitas  masyarakat  Jepang
diserap dari nama Jepang dalam bahasa
Jepang vyaitu Nippon atau Nihon yang
diambil dari dua karakter bahasa Jepang
yaitu B (dibaca Nihon atau Nippon). B
“nichi” memiliki arti “matahari” dan 2
“hon” yang memiliki arti “asal”. Nippon
atau Nihon secara harfiah memiliki makna
“asal-usul matahari” yang kemudian
sampai saat ini Jepang memiliki julukan
sebagai negara matahari terbit (Piggott,
1997). Jepang memiliki gelar “Dai
Nippon Teikoku” yang berrati “The
Empire of Great Japan”. Gelar ini dipakai

dari Restorasi Meiji hingga akhir Perang
Dunia 1l. Dari akhir Perang Dunia II,
sebutan untuk negara Jepang berubah yaitu
“Nihon-koku/Nippon-koku” yang berarti
“Negara Jepang”. sebutan tersebut
sekaligus sebagai sebutan Jepang zaman
modern (Frédéric, 2002).

Dedikasi masyarakat Jepang yang
berpusat pada kekuatan kaisar menjadikan
citra Jepang juga kuat. Identitas Nasional
masyarakat Jepang atau “Nihonjin” yang
berarti orang Jepang pertama kali muncul
pada tahun 1587. Pada tahun 1855
“Nihonjin” digunakan sebagai kata yang
mewakili masyarakat Jepang dalam
perjanjian perdagangan antara Jepang dan
Belanda. Di bawah kekaisaran Edo,
masyarakat Jepang hidup tanpa rasa
identitas karena konsep “Orang Jepang”
yang ada pada saat itu digunakan untuk
mewakili seluruh orang yang tinggal di
Jepang. Kemudian pada periode Meiji,
para intelektual mulai mempertanyakan
apa itu “Nihonjin” yang kemudian
terjawab saat Perang Sino-Jepang. Tahun
1889, surat kabar nasional Katsunan Kuga
menerbitkan rumusan gagasan Japanisme
berisi karakter nasional baru Jepang yang
berpusat pada kesetiaan kepada Kkaisar
(Tsujiuchi, 1996). Selain itu terdapat juga
istilah “Nihonjinron” merupakan istilah
yang digunakan pada sebuah tulisan yang
mengangkat tentang keunikan kebudayaan
Jepang. Istilah ini bahkan dianggap
sebagai perwakilan dari semua pemikiran
masyarakat Jepang. Nihonjinron terdiri
dari dua pemahaman dasar yaitu : (a)
masyarakat Jepang adalah masyarakat
dengan ‘keunikan’ yang unik, artinya
makna keunikan yang dimiliki Jepang
lebih dalam. Seperti misalnya berkenaan
dengan kepribadian, etos Kkerja, sifat
hemat, tepat waktu, dan jiwa nasionalis.
(b) Orientasi masyarakat Jepang adalah
loyalitas pada kelompok. Orientasi dan
loyalitas pada kelompok inilah yang
selanjutnya membentuk pola kebudayaan
dominan serta membentuk karakteristik
orang Jepang (Burgees, 2007).

Dari pemahaman dasar



Nihonjinron tersebut terbentuk premis
utama dimana masyarakat Jepang adalah
masyarakat homogen. Homogen dalam
lingkungan sosial berarti perilaku sosial
yang membentuk sebuah bangsa yang
secara bahasa, ras, budaya, dan agama
sama. Meski setelahnya banyak narasi
“Jepang sebagai negara Multikultural”
muncul yang bertujuan untuk menentang
pandangan bahwa masyarakat Jepang
sebagai masyarakat monokultur, namun
Jepang sampai saat ini tidak dapat
menyembunyikan karakter masyarakatnya
yang homogen (Burgees, 2007). Loyalitas
Jepang terhadap kaisar dan identitas
nasional yang dijaga  menjadikan
masyarakat Jepang memiliki kontak yang
sangat terbatas dengan orang asing,
termasuk para pengungsi di negara
mereka. Sebagian masyarakat Jepang yang
menentang para imigran masuk dan
bermukim di Jepang yang mana para
pengungsi dapat lebih dekat dengan
komunitas masyarakat Jepang. Hal ini
juga memicu orang Jepang cenderung
memiliki sentimen dan prasangka negatif
terhadap imigran dan menunjukkan bahwa
xenophobia telah tumbuh di Jepang
(Yasaku & Yoshikuni, 2018). Rasa takurt,
khawatir dan prasangka negatif tersebut
tidak hanya menyerang masyarakat tetapi
juga politisi Jepang. Shintaro Ishihira yang
merupakan politisi  sekaligus pernah
menjabat  sebagai  gubernur  Tokyo
memiliki ketakutan yang meluas atas
kejatahan orang asing di Jepang. Ishihira
menyuarakan sentiment anti orang asing
terutama Tiongkok, yang mana pernah
mengeluarkan  pernyataannya  tentang
orang asing yang dapat merusak moral dan
gangguan sosial. Masyarakat Jepang
memang memiliki kebanggaan terhadap
identitas nasionalnya yang mana budaya
semangat, inovasi dan orang-orang yang
ramah menjadi identitas utama yang
tertanam pada karakteristik orang Jepang.
Alasan inilah yang digunakan Jepang
untuk mengamankan dirinya dari asimilasi
budaya asing apabila imigrasi dan
penerimaan suaka dilakukan. Hal ini dapat

merubah  pandangan dunia tentang
karakteristik Jepang tersebut. Ada banyak
yang bisa dibanggakan dari Jepang, namun
beberapa opini  mengatakan  bahwa
homogenitas etnis seharusnya bukanlah
hal yang harus berada dalam daftar yang
dibanggakan (Wohns, 2013).

Lingkungan budaya Jepang
memunculkan beberapa persepsi: (1)
persepsi bahwa orang asing yang sekalipun
telah menetap di Jepang atau telah
memiliki kewarganegaraan Jepang baik
karena pernikahan tetap dianggap sebagai
‘orang lain’. perseprsi tersebut terbentuk
dalam keyakinan bahwa orang-orang
pribumi Jepang tidak hanya memiliki
keyakinan akan keunggulan budaya tetapi
juga keunggulan biologis. Bahkan orang
Jepang  mengklaim  bahwa  mereka
memiliki identitas biologis dan psikologis
yang unik dan terpisah dari komunitas
masyarakat global lainnya yang ada di
dunia ini. Klaim ini menjadi dasar bahwa
masyarakat Jepang merupakan masyarakat
yang bangga terhadap homogenitas
mereka. (2) Persepsi identitas biologis dan
etno-kultural tersebut menjadikan orang
Jepang sangat percaya terhadap budaya,
etnis dan bahasa yang mereka gunakan
merupakan etnis, budaya dan bahasa
superioritas atas bangsa lainnya. (3)
persepsi ketiga ialah bahwa ras unik dan
etno-kultural merupakan homogeny murni
yang diangkat atas bangsa lainnya. Saat ini
di Jepang terdapat kelompok masyarakat
yang dianggap sebagai  kelompok
minoritas internal yaitu Zanichi Korea,
Suku Ainu di Okinawa, dan kelas
Burakumin (Siddikoglu, 2017).

Masyarakat  Jepang memang
bangga terhadap homogenitas mereka. Hal
ini terbukti dari beberapa pernyataan dan
pandangan para politisinya. Nakasone,
Perdana Menteri Jepang tahun 1986,
mengatakan  bahwa Jepang mampu
memiliki standar pendidikan yang tinggi
karena tidak lepas dari kehomogenan
rasnya. Nakasone bahkan membandingkan
dengan  Amerika  Serikat  dimana
keberadaan para imigran dari Amrika



Latin dan Afrika menjadikan standar
pendidikan Amerika Serikta lebih rendah
daripada Jepang. Kemudian tahun 2005,
Aso Taro, Menteri Luar Negeri Jepang
menyatakan bahwa Jepang merupakan satu
negara dengan satu peradaban yang
memiliki satu budaya dan ras. Dua tahun
kemudian, tepatnya bulan Februari 2007,
Ibuki Bunmei, Menteri Pendidikan Jepang
memuji  homogenitas rasial Jepang.
Pandangan dan pernyataan para politisi
Jepang tersebut seolah mengagungkan
homogenitas. Perwujudan paling nyata
bahwa Jepang sangat mengagungkan
identitas nasional terutama bahasa adalah
pada sebagian besar literasi, bahasa buku
pedoman dan petunjuk, serta papan
petunjuk publik menggunakan bahasa
Jepang dan  jarang = menyediakan
terjemahaan ke dalam bahasa lain
(Burgees, 2007).

Jepang memang memiliki budaya
nasional yang kuat. Jika Jepang mengikuti
negara Barat dan berubah menjadi
masyarakat multikultural, maka berpotensi
pada konflik  sosial, politik dan
meningkatnya risiko geopolitik.  Paul
Collier, Profesor Universitas Oxford
menyatakan bahwa semakin banyak
imigran yang masuk ke suatu negara atau
kelompok etnis maka di masa depan
komunitas imigran akan menyatu dengan
komunitas tuan rumah dan menggantikan
generasi tuan rumah. Jika imigran di
Jepang tumbuh dengan subur melebihi
populasi pribumi, maka para imigran
berpotensi merebut generasi  pribumi
Jepang. Upaya membatasi penerimaan
pencari suaka sebagai pekerja imigran di
Jepang adalah sebagai upaya dalam
mempertahankan komunitas tradisional
masyarakat Jepang (Tasker, 2018).
Masuknya pengungsi ke Jepang baik
sebagai  pekerja  imigran  maupun
pengungsi politik berupa asylum seeker
merupakan tantangan politik eksternal
pemerintah Jepang (Siddikoglu, 2017).

Aktifitas imigrasi secara inheren
memang  membawa  perbedaan  di

lingkungan baru para imigran. Mayoritas
orang Jepang memusuhi imigrasi terutama
jika difokuskan pada kriminalisasi yang
dilakukan para pengungsi. Orang Jepang
yang cenderung Xenophobia memiliki
dukungan vyang lebih rendah terhadap
asimilasi. Bagaimana sikap masyarakat
tuan rumah dalam menerima pendatang
baru sepenuhnya dipengaruhi oleh sikap
mereka  terhadap  asimilasi. Bagi
masyarakat Jepang yang cenderung
Xenophobia, mereka mengangap bahwa
orang asing yang bertindak seperti orang
Jepang  (asimilasi) akan  dianggap
merendahkan dan melanggar kepercayaan
mereka pada keunikan dan kekhasan
Jepang (Richey, 2010). Imigrasi sebagai
solusi yang ditawarkan Barat atas
fenomena demografi Aging Society di
Jepang tampaknya bukan solusi yang
relevan diterapkan di tengah masyarakat
homogen. Negara Barat seperti Amerika
dan Bangsa Eropa tidak pernah menjadi
negara Yyang secara etnis homogen
sehingga masyarakatnya terbiasa hidup
dengan para imigran. Meski secara
geografis Inggris dan Jepang memiliki
kesamaan sebagai negara kepulauan,
namun Inggris  bukanlah masyarakat
homogen. Fakta ini yang menjadi dasar
paling kuat mengapa mayoritas
masyarakat Jepang menentang aktifitas
imigrasi (Wohns, 2013).

Meski kebijakan membuka
perbatasan bagi para imigran dan pencari
suaka dianggap sebagai solusi yang
potensial yang ditawarkan Amerika
Serikat, sebagai salah satu negara yang
terbuka terhadap pendatang, Amerika
Serikat pernah  memiliki pengalaman
kepanikan akibat imigrasi pada akhir abad
ke 19. Bukan karena khawatir lapangan
pekerjaan akan semakin sulit, namun
kehadiran orang-orang Yahudi, Italia,
Slavia, dan Irlandia dianggap akan
mengubah ras Amerika. Selanjutnya
kebijakan yang dilakukan adalah eugenika
paksa, lisensi perkawinan, plot pembasmi
terhadap orang kulit hitam. Meski
dianggap melanggar Hak Asasi Manusi,



namun kebijakan tersebut dibenarkan atas
nama mewujudkan homogenitas (Tucker,
2017). Sebagian masyarakat Jepang
mungkin mendukung penerimaan dan
pemukiman kembali para pengungsi,
namun tidak dapat dipungkiri bahwa
pengungsi akan mengancam keselamatan
publik dan konflik budaya bagi lingkungan
dan masyarakat sekitarnya. Orang asing
memang dianggap sebagai ancaman serius
terhadap masyarakat, keselamatan publik,
politik, dan warisan budaya dalam
masyarakat homogen seperti Jepang.
Masyarakat negara yang relatif homogen
dan kontak yang terbatas dengan orang
asing rentan terserang syndrom “Not In
My Back Yard” dimana mereka memiliki
keyakinan yang kuat untuk menentang
orang asing masuk ke negara mereka.
Mereka juga rentan terhadap ancaman
yang bahkan hanya berupa laporan dari
media yang menggambarkan ancaman
pengungsi yang terjadi di negara lain dapat
menimbulkan rasa takut (Yasaku &
Yoshikuni, 2018). Kegelisahan dan
ketakutan global akibat laporan media
tentang kekejaman teroris, penyebaran
wabah penyakit, dan penyebaran senjata
menjadikan sikap negara-negara terhadap
kebijakan kontrol imigrasi semakin ketat
serta lebih jauh lagi munculnya fenomena
anti-imigran di berbagai negara (Burgees,
2007).

Setimen masyarakat  Jepang
terhadap imigran juga menjadi perhatian
pemerintah. Menurut jajak pendapat yang
dilaporkan oleh Asahi Shimbun tahun
2013, 65% masyarakat Jepang menentang
peningkatan imigrasi dan 26%
mendukung. Pemerintah Jepang khawatir
jika menerima pencari suaka sebagai
pekerja asing dan melonggarkan kebijakan
imigrasi maka dikhawatirkan jumlah
imigran yang masuk akan lebih besar dari
yang dapat diserap jepang dengan aman
dan nyaman bagi masyarakat Jepang
(Wohns, 2013). Para imigran juga secara
tidak langsung akan mencari terobosan
untuk beradaptasi dengan perubahan sosial
dan teknologi sehingga para imigran

tersebutlah  yang akan  menikmati
keuntungan  lebih lama  daripada
masyarakat pribumi Jepang (Harner,
2015). Pemerintah Jepang tentu khawatir
jijka warga negara Jepang justru
sepenuhnya tidak dapat menikmati
keuntungan dari ekonomi dan teknologi
Jepang.

Kondisi Jepang saat ini dapat
digambarkan seperti pernyataan Samuel
Francis, penulis Amerika (1947-2005)
“Anda harus memiliki homogenitas agar
masyarakat tertib dan beroperasi dengan
baik. Tanpa itu, Anda bisa melupakan hak
dan kebebasan”. Pernyataan tersebut justru
cenderung mengarah ke Rasisme dan
Xenophobia dimana Jepang juga memiliki
kecenderungan sebagai masyarakat yang
Rasis dan Xenophobia. Namun Jeffrey A
Tucker, ekononom dan penulis Amerika,
membantah bahwa homogenitas adalah
solusi yang ditawarkan ketika ada masalah
dengan heterogenitas, bahkan kebebasan
bukanlah hasil dari homogenitas. Tucker
juga  menyatakan  bahwa  tatanan
masyarakat homogen dan terisolasi
cenderung miskin dengan mengambil
contoh suku-suku kecil di pedalaman
Amazon. Namun teori Tucker yang satu
ini tidak dapat dibuktikan untuk kasus
Jepang (Tucker, 2017).

Pertimbangan sosial budaya dalam
penerimaan pencari suaka sebagai pekerja
imigran yang masuk ke Jepang juga terkait
aspek ekonomi. Jepang mampu melampaui
Produk Domestik Bruto negara-negara
maju di dunia bahkan setara dengan 253
persen dari produk domestik dunia pada
tahun 2017 vyang diklaim  berkat
mempertahankan homogenitas tersebut.
Namun beberapa pakar juga berpendapat
bahwa keinginan kuat Jepang dalam
mempertahankan masyarakat homogen
secara etnis akan menimbulkan biaya yang
lebih tinggi (Glowgoski, 2018).

C. Pertimbangan
Nasional

Hubungan antara imigran asing dan

keamanan nasional memang sangat erat.

Kepentingan



Sentimen masyarakat tentang perbedaan
kewarganegaraan, ras, suku, agama dan
budaya menjadikan orang-orang sulit
menerima perubahan. Seiring dengan
populasi imigran asing  meningkat,
kebijakan negara dalam  membatasi
pengungsi juga semakin kejam dan
menyulitkan. Tindakan tersebut dilakukan
bukan tanpa alasan melainkan
kekhawatiran bahwa orang asing akan
berdampak pada keamanan nasional,
identitas nasional bahkan bahkan untuk
kasus negara seperti Jepang, orang asing
dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap
homogenitas masyarakat Jepang
(Reynolds, 2018). Homogenitas
masyarakat Jepang menjadikan mereka
memiliki keyakinan yang berbeda tentang
asimilasi yang mana dapat memengaruhi
sikap terhadap imigrasi. Sentimen anti-
imigran Jepang cukup tinggi bahkan
terkesan Xenophobia (Anti orang asing)
(Richey, 2010).

Kepentingan Nasional merupakan
konsep abstrak yang tidak memiliki
definisi yang pasti. Namun Morgenthau
menyatakan bahwa konsep kepentingan
nasional terdiri dari kesejahteraan umum,
dan hak perlindungan hukum sama seperti
nilai dalam konsep umum konstitusi
Amerika Serikat. Selanjutnya Morgenthau
menjelaskan bahwa kepentingan nasional
merupakan upaya minimum suatu negara
dalam melindungi identitas fisik, politik,
dan kulural. Negara harus mampu menjaga
integritas teritorial, rezim ekonomi-politik,
serta norma-norma, etnis, religius, sejarah
dan linguistik (Mas'oed, Ilmu Hubungan
Internasional : Disiplin dan Metodologi,
1994). Sebagai salah satu negara yang
berdaulat dan memiliki kepentingan
nasional, segala bentuk kebijakan luar
negeri yang  dikeluarkan  Jepang
merupakan perwujudan dari cara Jepang
menjaga kepentingan nasionalnya.

Kekhawatiran lain yang dapat
mengganggu  kesejahteraan masyarakat
Jepang adalah kejahatan publik. Terlebih
lagi kejahatan yang dilakukan oleh orang
asing dianggap sebagai ancaman terhadap

kesejahteraan dan keamanan publik.
Survei yang dilakukan oleh Kantor
Kabinet tahun 2006 melaporkan bahwa
84,3% responden menganggap keamanan
publik Jepang memburuk dalam kurun
waktu 10 tahun terakhir seiring dengan
masuknya imigran dari berbagai negara.
55,1% dari responden menganggap bahwa
memburuknya keamanan publik
disebabkan oleh meningkatkan kejahatan
yang dilakukan oleh orang asing yang
mengunjungi ataupun tinggal di Jepang.
Untuk menjaga kesejahteraan publik,
Pemerintah Jepang juga mengeluarkan
kebijakan dimana orang asing non-Jepang
dibatasi menduduki posisi manajerial
dalam pekerjaan (Burgees, 2007). Dapat
ditarik kesimpulan bahwa upaya Jepang
dalam membatasi arus imigrasi terutama
pencari suaka sebagai pekerja asing
merupakan  upaya Jepang  dalam
melindungi kepentingan nasional terutama
warga negaranya.

Sikap publik tentang imigran
berubah setelah terjadinya serangan kantor
World Trade Center dan gedung Pentagon
pada 11 September 2001 terutama warga
negara Amerika Serikat. Setelah kejadian
tersebut, masyarakat Amerika Serikat
mengkhawatirkan keamanan mereka dan
mendukung penuh kebijakan pembatasan
imigrasi (Michaelidis & Lindsay, 2003).
Sentimen anti imigran ini tidak hanya
tumbuh di Amerika, Jepang sebagai salah
satu negara maju yang menjadi tujuan dari
pencari suaka juga menjadi salah satu
negara yang sangat tidak ramah terhadap
pengungsi. Hal tersebut tidak lepas dari
sejarah Jepang pada periode Edo. Tumbuh
di bawah kebijakan isolasionis selama
lebih dari 200 tahun sampai pada tahun
1853 dimana orang asing diusir dan kontak
asing dilarang. Kekhawatiran dan rasa
takut akan orang asing tersebut kemudian
muncul kembali pada tahun 1980 dimana
saat itu Jepang setiap harinya didatangi
olen 10.000 orang dengan perahu yang
berasal dari Vietnam. Tidak hanya sampai
di situ, kekhawatiran paling kontemporer
yang dialami Jepang adalah datangnya



imigran dari Korea Utara. Ketakutan yang
dialami Jepang secara terus menerus
adalah program pengungsi lebih liberal
yang mengharuskan Jepang menerima
gelombang pengungsi yang melarikan diri
dari Korea Utara (Chan, 2018).

Ancaman  keamanan  nasional
Jepang saat ini memang bukan lagi
ekspansionisme dari Cina, Rusia, ataupun
rudal Korea Utara. Serangan Imigran
menjadi ancaman keamanan Jepang saat
ini. meski imigrasi dan penerimaan pencari
suaka diangap sebagai alternatif terbaik
dalam mengatasi populasi yang semain
menua, namun bagi Jepang membuka diri
untuk imigrasi dan pencari suaka akan
menjadi masalah besar (Harner, 2015).
Jepang memang memiliki catatan positif
tentang perannya dalam menanggulangi
kejahatan transnasional salah satunya
Human Trafficking (perdagangan manusia)
dan Sex Trafficking (perdagangan sex).
Capaian Jepang untuk laporan tahunan
mengenai perdagangan manusia (seks anak
dan pekerja paksa) dan penghapusan
perdagangan manusia berada pada posisi
pertama dunia meski banyak diduga kasus
perdagangan manusia ditangani dengan
hukum administratif. Hukum tersebut
dianggap terlalu rendah mengingat Jepang
tidak memiliki  Undang-Undang anti
perdagangan manusia yang komprehensif
degan standar Undang-Undang
internasional  mengenai  perdagangan
manusia (United States Department of
State, 2018). Jepang telah belajar banyak
selama bertahun-tahun dari pengalaman
negara-negara yang ramah dengan imigran
seperti Eropa dan Australia dalam
kebijakan imigrasi. Negara-negara di
Eropa seperti Inggris, Italia dan negara-
negara Skandinavia dan Australia harus
mengerahkan kapal perang angkatan laut
yang berpatroli untuk disepanjang perairan
yang berpotensi sebagai celah masuk
imigran melalui perahu. Selain itu, Inggris
juga memiliki catatan informasi tentang
potensi ancaman teroris akibat
keterbukaan imigrasi (Tasker, 2018).

Meski keadaan nasional Jepang

dianggap cukup aman, namun Jepang
memiliki  masalah dengan kejahatan
transnasional  seperti  terorisme yang
datang dari pihak asing. Aum Shinrikyo
atau  AUM  merupakan  organisasi
keagamaan yang telah ditetapkan sebagai
Organisasi ~ Teroris  Asing  dimana
organisasi ini kerap melakukan serangan
masal menggunakan gas kimia mematikan
sarin di tahun 1994 dan 1995 yang
menjatuhkan korban sebanyak 6.520 jiwa
(United States Department of State, 2018).
Negara maju seperti Jepang masih enggan
menerima pengungsi untuk Resettlement
(pemukiman kembali) dikarenakan
kebijakan ~yang membatasi tersebut
dikaitkan dengan sentimen anti pengungsi
publik Jepang yang dikarenakan ketakutan
akan ancaman keamnan nasional seperti
serangan terorisme. Sentimen publik
kemudian semakin meningkat karena
adanya tokoh elit politik anti pengungsi,
Presiden Amerikan Serikat, Donald Trump
menandatangai  kebijakan kontroversial
“Protect the Nation from Foreign
Terrorist Entry into the United States”
pada tanggal 27 Januari 2017. Kebijakan
ini kemudian mendorong “Travel Ban”
dan “Muslim Ban” yang melarang warga
Amerika berpergian ke beberapa negara
Timur Tengah dan melarang pendatang
masuk ke Amerika dari beberapa negara
Timur Tengah yang di “Ban” Amerika
Serikat (Yasaku & Yoshikuni, 2018).
Tindakan Jepang yang juga membatasi
pengungsi ini memicu beberapa opini
publik bahwa pemerintah Jepang yang
masih dibawah kontrol Amerika Serikat
dihubungkan dengan doktrin presiden
Donald Trump dalam membuat kebijakan
mengenai pembatasan pengungsi dan
memperketat arus imigrasi yang masuk
ataukah Jepang membatasi pengungsi
murni dari kebijakannya yang ingin
melindungi  keamanan nasional dan
kepentingan nasional dari ancaman
kejahatan transnasional serta
mempertimbangkan kepentingan ekonomi
dan sosial budayanya.



V. KESIMPULAN

Jepang merupakan negara
kepulauan dengan sistem pmerintahan
demokrasi terbesar di Asia dengan
pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua di
dunia setelah Amerika Serikat, atau
tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika
Serikat dan Uni Eropa. Menjadi salah satu
negara dengan pertumbuhan ekonomi,
Jepang memiliki pengalaman panjang
dengan masalah demografi. Masyarakat
Jepang yang cenderung tidak ingin
menikah dan tidak memiliki keturunan
menjadikan negera ini mengalami aging
society dan penurunan angka kelahiran
(shoushika). Prediksi dari berbagai survey
menyatakan bahwa di masa depan,
populasi lanjut usia di Jepang akan
melebihi  populasi  usia  produktif.
Fenomena ini sebenarnya telah dirasakan
Jepang sejak lama, namun pemerintah
tidak menyadari bahwa fenomena ini
justru akan membawa Jepang pada
masalah yang lebih besar.

Seiring dengan  meningkatnya
pertumbuan ekonomi, inovasi teknologi
dan manufaktur serta keinginan Jepang
mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai
target tahunannya menjadikan Jepang
membutuhkan tenaga ahli maupun non
ahli.  Akan tetapi jumlah seluruh
masyarakat produktif di Jepang tidak
mampu mengisi  kekosongan lapangan
pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini terus
berlanjut hingga pada akhirnya pada tahun
2018 Jepang mengalami titik tertinggi
ketersediaan lapangan pekerjaan selama 40
tahun terakhir. Pengusaha kecil hingga
menengha mengeluhkan kesulitan dalam
merekrut tenaga Kkerja. Kondisi ini
membuat pemerintah mencarri alternatif
solusi vyaitu dnegan memaksimalkan
peranan ibu rumah tangga dan warga
lanjut usia yang telah pensiun meski hanya
sebagai pekerja paruh waktu. Solusi
tersebut tidak benar-benar memecahkan
masalah kekurangan tenaga kerja sehingga
para intelektual dan ekonom menyarankan

agar Jepang agar menarik pekerja asing.

Di satu sisi, Jepang merupakan
negara yang tidak ramah dengan para
imigran dan pencari suaka. Terbukti dari
data UNHCR, Jepang hanya menerima
kurang dari 100 pencari suaka setiap
tahunnya. Tindakan Jepang ini dianggap
sebagai pelanggarana HAM terhadap para
pengungsi. Padahal mengingat kondisi
Jepang yang kekurangan tenaga Kkerja,
Jepang bisa saja memanfaatkan para
pencari kerja sebagai potensi dalam
memenuhi lepanagan peekrjaan yang
tersedia. Tindakan Jepang  vyang
mengetatkan penerimaan suaka mendapat
kritik tidak hanya dari UNHCR namun
juga organisasi internasional seperti
Human Right Watch dan Amnesty
International yang mendesak agar Jepang
mematuhi Konvensi Mengenai Status
Pengungsi 1951 dan Protokol tentang
Kedudukan  Pengungsi 1967 (1951
Convention Regarding the Status of
Refugees and 1967 Protocol Relating to
the Status of Refugee) dimana Jepang
sebagai negara yangmengkasesi artinya
sudah  seharusnya Jepang menaati,
menghormati dan patuh pada seluruh isi
perjanjian tersebut. Jepang juga sebagai
negara yang meratifikasi  Universal
Declaration of Human Rights dimana pada
pasal 14 terdapat hak bagi pencari suaka.

Tindakan Jepang yang
memperketan penerimaan pencari suaka
sebagai  pekerja  imigran  menjadi
pertanyaan mengapa Jepang tidak
memanfaatkan para pencari suaka tersebut
sebagai pekerja disaat Jepang terus
menyatakan diri sebagai negara Yyang
sedang mengalami krisis tenaga Kkerja.
Desember tahun 2018, melalui
parlemennya Jepang kemudian
mengeluarkan  Revisi  Undang-Undang
Kontrol Imigrasi yang berisi penerimaan
pekerja asing selama 5 tahun ke depan.
Meski  kebijakan tersebut merupakan
kebijakan keterbukaan imigrasi, namun
Jepang enggan menyebutnya sebagai
penerimaan para imigran.

Diketahui tindakan selektif Jepang



yang terbatas kepada para pencari suaka
dikarenakan beberapa faktor yaitu merujuk
pada Kkarakteristik masyarakat Jepang.
Memiliki  sejarah  isolasi  panjang,
masyarakat Jepang tampaknya masih
belum bisa menerima internasionalisasi
dan perubahan. Sikap tersebut didasari atas
karakter masyarakat yang homogen. Selain
itu, ketakutan Jepang terhadap kejahatan
yang dilakukan orang asing terutama
negara sekitar juga menjadi faktor lain.
Jepang juga memiliki pengalaman buruk
dengan Cina maupun Korea Utara.
Pemerintah Jepang dalam mengambil
keputusan pembatasan penerimaan suaka
sebagai pekerja imigran adalah sebagai
upaya dalam melindungi warga negaranya
dan kepetingan nasionalnya dari tindakan
kejahatan transnasional. Terlebih lagi jika
Jepang menerima pencari suaka yang di
dominasi dari negara konflik di Timur
Tengah dimana ideologi para pencari
suaka sangat berbeda dengan ideologi
warga tuan rumah.

Mayarakat Jepang memang
memiliki budaya yang unik, dan untuk
mempertahankan ~ kemurnian  budaya
tersebut, asimilasi dari budaya asing
seharusnya batasi. Hal ini memicu Kritik
bahwa masyarakat homogen Jepang
merupakan masyarakat yang tidak dapat
menerima perubahan dan cenderung rasis
hingga Xenophobia. Beberapa literatur
kemudian bermunculan untuk menanggapi

hal  tersebut. Literatur ~ mengenai
masyarakat Jepang yang Kkini tengah
menjadi masyarakat multikultur  dan
heterogen sebagai sebuah pernyataan yang
tidak dapat dibuktikan dan tetap saja tidak
mampu menutupi homogenitas yang telah
berakar.

“Tidaklah cukup untuk melawan
satu mitos dengan menghancurkannya lalu
menggantinya dengan mitos yang lain
lagi, seperti misalnya mengkritik mitos
bangsa yang homogen lalu menggantinya
dengan mitos bangsa yang beragam”
(Oguma 2002:349)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa
kebijakan luar negeri Pemerintah Jepang
pada masa Shinzo Abe terkait pembatasan
penerimaan suaka karena pemerintah
Jepang masih terikat dengan masyarakat
Jepang yang merupakan warga negara
yang harus di lindungi dan kepentingannya
dipenuhi. Terlebih lagi identitas dan
budaya unik yang Jepang  miliki
merupakan nilai tak terharga. Oleh karena
itu, Jepang sangat berhati-hati dalam
menerima budaya asing yang masuk ke
Jepang. Jepang juga tidak ingin menerima
begitu saja para pencari suaka sebagai
pekerja di Jepang oleh sebab itu, Jepang
mengeluarkan kebijakan terkait Undnag-
undang Kontrol Imigrasi sebagai tindakan
selektif dalam mencari pekerja imigran
yang kompeten untuk bekerja di Jepang.
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